BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI FINRANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan
Pertanahan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pinrang Nomor 59 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan dan Pertanahan;

bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas
Perhubungan dan Pertanahan, sehingga perlu diganti;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perhubungan dan Pertanahan.

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494),



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun
2020 Nomor 6).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
' ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah|adalah Kabupaten Pinrang.

2. Bupati @dalah Bupati Pinrang.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang.

5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pertanahan Kabupaten Pinrang,

6. Kepala|Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pertanahan
Kabupaten Pinrang.

7. Pejabat| Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah

pejabat | yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

han, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pejabat| Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah
Bupati Pinrang.

9. Aparatur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai-
pegawaj yang bekerja pada Instansi Pemerintah baik di tingkat Pusat

Daerah.

yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat

éempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi
fungsi |dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

12. Tugas af Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.

13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

14. Uraian fugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan
yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB I1
KEDUDUKAN

- Pasal 2
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

; Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
a. Keppla Dinas;
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b. Sekretariat terdiri atas :
1. | Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. | Bubbagian Umum, Kepegawaian dan hukum.
c. Bidang Lalu Lintas Jalan terdiri atas :
1. | Seksi Lalu Lintas; dan
2. | Beksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas.

d. Bidang Transportasi Darat, Pelayaran & Angkutan Sungai Danau
dan Penyeberangan terdiri atas :

1. | Beksi Keselamatan Transportasi Darat dan Angkutan Sungai,
Danau dan Penyebrangan; dan
2. | Beksi Transportasi Darat.

e. Bidang Pertanahan; dan

f.  Kelompok Jabatan Fungsional dan Fungsional.

(2) Bagan $truktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
| Pasal 4

(1) Kepala [Dinas mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan
urusan | pemerintahan dibidang Perhubungan dan Pertanahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan
oleh Bupati kepadanya.

(2) Untuk |melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan
dan |Pertanahan;

b. pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan
dan Pertanahan;

c. pelgksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan

= pemerintahan bidang Perhubungan dan Pertanahan;

d. pelaksanaan Administrasi Dinas; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian [Tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi; |

a. m sun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. me tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugps,

d. menpyusun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja
dar} Rencana Kerja Anggaran Dinas;

g. metumuskan kebijakan teknis dibidang Perhubungan;

h. mengkoordinir Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat

dalam lingkup Dinas;




e

hkukan pembinaan terhadap penyusunan Standar Pelayanan

limal di Bidang Perhubungan;

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian,

rerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kerja

it dalam rangka kelancaran tugas;

k. menetapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dinas;

L. membina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Lingkup Dinas;

m. mengkoordinir penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

8;

m X kan pembinaan terhadap penyusunan Standar Operasional

Prgsedur dalam lingkup Dinas;

0. menyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan,
Trafluapurtasi Darat, Pelayaran, Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan, serta Pertanahan;

p. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
urysan Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
pemerintahan bidang Pertanahan;

q. menijlai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Per Undang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
mefmberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan

permusan kebijakan; dan

5. me:;‘ﬁ:lerlggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
seshai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

i Pasal 5

(1) Sekretaiiht dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu
Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan

n teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan,
umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

is menyelenggarakan fungsi :

a. pengpprdinasian pelaksanaan tugas dalam lingkup Dinas;

b. pengpprdinasian penyusunan program dan pelaporan dalam lingkup

Din

C. pengnerinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam
lingklip Dinas;

d. pengpordinasian pengelolaan administrasi keuangan dalam lingkup
Dinas} dan

lenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya.

s Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. menyysun rencana Kegiatan dinas sebagai pedoman dalam

(naan tugas;

fribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

C. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
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. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

mengndatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan menetapkan

Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran
lingk :p Dinas;

- menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat dalam lingkup

Dinags;

. menyhisun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas;

mengoordinir Penyusunan dan Laporan Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perhubungan;

mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas
hingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan
kegigtan,

. menye¢lenggarakan, mengoordinasikan dan mengoordinir pelaksanaan

penylisunan, program, perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta
pelapdran kinerja;

menggordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum,
kepegawaian dan hukum;

. mengaordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi dan

keus A,

. menyelenggarakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan,

pemeliharaan dan penghapusan barang;

- menggordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan

tatalaksana;

+ menyysun dan melaksanakan Standar Pelayanan dalam lingkup

. mengKoordinir pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi dalam lingkup Dinas;

. menyglenggarakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan

Dokumentasi Dinas;

. menyglenggarakan dan memfasilitasi Pengelolaan Informasi dan

Teknologi Lingkup Dinas

. memigsilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

dalam [lingkup Dinas;

- menyjisun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan

melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup
Dinas;|

. meny 1enggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan

penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan,
Transportasi Darat, Pelayaran, Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeblerangan, serta Pertanahan;

. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga

pemetintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
urusarl Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan
bidang|Pertanahan;

. menilgl kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

Peratyran Per Undang-undangan;

. menyysun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
peru l.|lsan kebijakan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Paragraf 1
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

(1) Subp : Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian

Pro

dan Keuangan yang mempunyai tugas membantu

Sekrétaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan
progl’am penyajian data dan penyusunan laporan serta pengelolaan

administrasi dan pelaporan keuangan.

(2) Uraiain Tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. m enyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan
tebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam hngkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
'enandatangani naskah dinas;

e. ngikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. bantu Sekretaris merumuskan dan menetapan Rencana
b‘ategis dan Rencana Kerja Dinas;

g Ienyusun dan membuat Dokumen Laporan Kinerja Instansi
e erintah Dinas;

h. ui nyusun Laporan Standar Pelayanan Minimal Bidang

erhubungan;

i. mengoordinasikan, menyiapkan bahan data dan informasi
; llLogra.m serta melakukan penyusunan perencanaan program dan
kegiatan;

j. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi
finerja;

k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Dinas;

l. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan
dalam Lingkup Dinas;

m. membantu Sekretaris menyiapkan bahan, menyusun dan
i muskan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen

tlaksanaan Anggaran lingkup Dinas;

n. 1 ngumpulkan beha.n, mengoordinasikan, dan rencana

¢butuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan
bagal bahan penyusunan anggaran Dinas;
! lakukan verifikasi kelengkapan adnumstrasi penatausahaan
teuangan Dinas;
v ngucrdinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan
enerimaan keuangan lingkup Dinas;
! nyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan lingkup
[Dinas:;
e nyusun realisasi perhitungan anggaran lingkup Dinas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan lingkup Dinas;
mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
poran hasil pemeriksaan keuangan lingkup Dinas;

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program

d Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada
impinan sebagai bahan perumusan kebijakan;

nenyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas
an melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur lingkup
jubbagian Program dan Keuangan;

oo =3
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melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program
lan Keuangan:

lenginventarisasi  dan mengkaji  permasalahan  yang
perhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah;

lelaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
san Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
memtahan bidang Pertanahan;

nenilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Peraturan Per Undang-undangan;

enyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
musan kebijakan; dan

elaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
3asuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
E Pasal 7
(1) Subbag Umum, Kepegawaian, dan Hukum dipimpin oleh Kepala
Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum yang mempunyai tugas

(2)

membgntu Sekretaris mengumpulkan bahan dan melakukan urusan

sahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan
fus&n barang, urusan rumah tangga serta mengelola
infistrasi kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas.

Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
sebagpimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

2l

emyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan
jum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
eridistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
lantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan

: ; usun  rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
m:andatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur dalam lingkup
bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;

asyarakat dalam lingkup Dinas;
membantu Sekretaris menyusun dan membuat laporan Analisis
Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan lingkup
Dinas:

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum
untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi dan memaraf naskah dinas;

me kan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;

melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;




bb.

CC.

dd.

€e.
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nenyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
distribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan
Arang;

¢nyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang
s¢fta menyusun laporan barang inventaris;

j¢lakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan
san rumah tangga Dinas;

j'n}riapka.n bahan penyusunan Standar Pelayanan dan
lakukan evaluasi dalam lingkup Dinas:;

nempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksaanaan rapat dinas,
uphcara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;

. yiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi
lhksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam

Phgoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan
érjalanan dinas pegawai;

ehyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan
organisasi dan tatalaksana;

. melaksanakan pengumpulan bahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Refprmasi Birokrasi dalam lingkup Dinas;

menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian dalam
lingkup Dinas;

menyusun rencana kebutuhan pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur dalam lingkup Dinas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
d lingkup Dinas;

- menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi

sunan produk hukum dalam lingkup Dinas;
mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti
lapgran hasil pemeriksaan dalam lingkup Dinas;
meényusun laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Umum,
Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan
kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan;
m monitoring, evaluasi dan pengawasan

elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Umum,
Kepegawaian dan Hukum;
menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
demgan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pemecahan masalah;
m sanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
u Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
rintahan bidang Pertanahan;
menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Pergturan Per Undang-undangan;
yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
imusan kebijakan; dan
sanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
1 dengan bidang tugasnya.




(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketiga
Bidang Lalu Lintas Jalan

= Pasal 8

Bidang| | Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang Lalu Lintas

Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan

operasignal lalu lintas, prasarana dan sarana lalu lintas dan manajemen

rekaya 4 lalu lintas,

Untuk | melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi :

a. pe sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program
dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Jalan;

b. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
program dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Jalan;

C. penyelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program
dan kegiatan di Bidang Lalu Lintas Jalan: dan

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Uraian [Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. menjusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

C. -.’: tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lin -_.i ngan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

menandatangani naskah dinas:

mengjkuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

me 'lenggarakan pembinaan umum di Bidang Lalu Lintas Jalan

sesudi dengan Peraturan Perundang-undangan;

g. menyjapkan bahan pengendalian pengawasan operasional
mangjjemen dan lalu lintas darat;

h. meny] apkan penyusunan manajemen rekayasa lalu lintas;
nenyjapkan rekomendasi perizinan, pelayanan dan pengendalian

kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi dalam

Daerga i

| menapkan rencana dan program pembangunan, prasarana dan
saranp  meliputi pemasangan, pemeliharaan alat pengawasan,
pengendali dan alat pengamanan atau rambu-rambu lalu lintas;

k. menyelenggarakan penyediaan, pemasangan dan pemeliharaan
fasilitas perlengkapan jalan;

l. menyelenggarakan pengawasan dan pemberian izin angkutan barang
dan pgnumpang, taksi dan angkutan kawasan tertentu;

m. menyelenggarakan pengelolaan penanganan pengaduan masyarakat;

n. menyelenggarakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atau
terminal dan penyidikan sesuai pelanggaran dan kewenangan;

0. menyysun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan
melakiukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

p. menyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan;

q. menyuysun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyglenggaraan kebijakan teknis di Bidang Lalu Lintas Jalan;

0




(1)

(2)

mempt
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menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
den bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pemeécahan masalah;

menyelenggarakan kmrdmam dan konsultasi dengan lembaga
pemgrintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
uru Pemerintahan  bidang Perhubungan dan urusan
pemgrintahan bidang Pertanahan;

m i kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Pe ran Per Undang-undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
me rikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
pe usan kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

|
|
! Paragraf 1
| Seksi Lalu Lintas
|
|

Pasal 9

al tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan

Seksi -Eu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi Lalu Lintas yang
b

penyiapi
Daerah.|

» penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan

Uraian ’I‘ugas Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] lrnehput:

4.

rnen|yusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

antau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
inghungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
andatangani naskah dinas;
& ikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya,
akukan penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan
tan Jalan (LLAJ) Daerah,;
:I ukan pengumpulan, pengalihan dan analisis data untuk
tmgan tertib lalu lintas;

sun dan menetapkan jaringan trayek jalan Daerah;
1:“ lenggarakan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor
idak bermotor jalan;
mempberikan rekomendasi penggunaan jalan selain untuk
entingan lalu lintas di jalan;

intas di wilayah Daerah;
menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan
pkukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
aksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
pen elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Lalu Lintas;
jyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan
. lengg;araan kebijakan teknis di Bidang Seksi Lalu Lintas;
altsanaka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
- nnta.h dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
BE Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
pemanntahan bidang Pertanahan;




(1)

(2)

Skl

Paragraf 2

Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas

Pasal 10

Seksi Hrasarana dan Sarana Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi
Prasargna dan Sarana Lalu Lintas yang mempunyai tugas membantu
Kepalq | Bidang dalam melakukan penyiapan dan penetapan lokasi
pemasgngan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan.

Uraian) | Tugas Kepala Seksi Prasarana dan Sarana Lalu Lintas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. merlyusun rencana kegiatan Seksi Lalu Lintas sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas

lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

. m sun rancangan, mengoreksi, memaraf  dan/atau

me datangani naskah dinas;

. menigikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
. mel q.ksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Prasarana dan

Sargna Lalu Lintas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

. melgksanakan pengadaan, pemasangan, pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan serta fasilitas pendukung
nya,

. mepyiapkan bahan peningkatan dan pengembangan sarana dan

prasprana lalu lintas jalan;

kan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fasilitas

engkapan jalan;

nyiapkan rekomendasi penempatan dan bahan evaluasi
psangan fasilitas keselamatan jalan di jalan Kabupaten;

etyiapkan bahan dan meningkatkan sistem informasi manajemen
ana dan prasarana lalu lintas jalan;

nyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan

) pembangunan terminal penumpang;

nyiapkan bahan rekomendasi terhadap rencana pengembangan

| pembangunan terminal barang;

- melpksanakan evaluasi dan pemberian rekomendasi terhadap
ren pemasangan fasilitas jalan yang dilakukan oleh pihak lain
selain Dinas;

. menyiapkan rekomendasi, pemantauan dan penertiban terhadap
pengmpatan sesuatu benda selain fasilitas lalu lintas di jalan;

- melpkukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor yang akan

kan penghapusan asset;
akukan evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan area
Tir control system;

- menyiapkan fasilitas keselamatan pejalan kaki;

yiapkan bahan pengembangan sistem teknologi informasi dan
inikasi prasarana dan sarana lalu lintas;




(2)

aksanakan pengadaan kendaraan sosialisasi dan operasional

egelamatan, kendaraan pengujian keliling, alat evakuasi

gcelakaan lalu lintas dan bencana alam;

!. sanakan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan

_ sejenisnya yang dapat mengganggu kelancaran dan
selamatan lalu lintas jalan;

pmyusun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan
akukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

tlaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan

2niyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Lalu Lintas;

. meémyusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan

elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Lalu Lintas;
enginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
gan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
jecahan masalah;

. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
pefgerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
uriiga Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
pe' erintahan bidang Pertanahan;

aa.me ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
N

tgturan Per Undang-undangan;

yugun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
nymusan kebijakan; dan

pksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
ai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai

| Danau dan Penyeberangan
11

i Pasal 11

fransportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan
rangan dipimpin oleh Kepala Bidang Transportasi Darat,
an dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan,

gkatan  pelayanan, perizinan, rekomendasi, pengaturan,
indgn, pengendalian dan operasional serta transportasi darat,
atan transportasi darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau

dan Pen| Eberangan.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Hidang Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai
An Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program
Kegiatan di Bidang Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan
gai Danau dan Penyeberangan;

pinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
gram dan kegiatan di Bidang Transportasi Darat, Pelayaran dan
ghuitan Sungai Danau dan Penyeberangan;

elenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program
_giatan di Bidang Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan
;;! i Danau dan Penyeberangan; dan

flenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
gan tugas dan fungsinya
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(3) Uraian|Tugas Kepala Bidang Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan
Sungai -l_iranau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi|:

a. menyusun rencana kegiatan Bidang Transportasi Darat, Pelayaran
dan| Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai pedoman
d pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. me tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan
tugas,;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

H

menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

merencanakan, pengadaan, pembangunan, peningkatan,
pengoperasian dan pengendalian prasarana dan sarana transportasi
darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
perericanaan, pengadaan, pembangunan, peningkatan,
pengoperasian dan pengendalian prasarana dan sarana alat

pengawasan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau
da.n; enyeberangan;
me f'pkan bahan pelayanan perizinan dan rekomendasi

tranjrtasi darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan
Penye¢berangan;
mernyelenggarakan penetapan tarif penumpang kelas ekonomi dalam

Daerah;

menjyelenggarakan penetapan jaringan trayek, jaringan lintas dan
wila, q.- operasi angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan Sungai
Danau dan Penyeberangan;

keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan;
me lenggarakan pembinaan dan penegakan hukum terhadap
pela 4; garan lalu lintas dan angkutan jalan, Pelayaran dan Angkutan
Sungai Danau dan Penyeberangan;

me 'lenggarakan pengawasan, penertiban  serta  operasi

. menyglenggarakan analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
menyglenggarakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
mangjemen dan rekasaya lalu lintas, Pelayaran dan Angkutan

Sunghi Danau dan Penyeberangan;

menyelenggarakan pembinaan serta sosialisasi keselamatan dan
ketertiban lalu lintas angkutan jalan Pelayaran dan Angkutan Sungai
Danan dan Penyeberangan;

menyglenggarakan investigasi keselamatan lalu lintas angkutan jalan
Pela g dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;

men l‘ sun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan
melaiukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;
menjyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan  pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Transportasi Darat,
Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan;
menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pem ahan masalah;
meny¢

pemerintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
uruses Pemerintahan  bidang Perhubungan dan urusan
pemerintahan bidang Pertanahan;

lenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
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- memflai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

furan Per Undang-undangan;

- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

i dengan bidang tugasnya.

Paragraf 1

Sekgi Keselamatan Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan

Sungai Danau dan Penyeberangan

Pasal 12

(1) Seksi Keselamatan Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai
Danau |dan Penyeberangan dipimpin oleh Kepala Seksi Keselamatan
’l‘ra.nsm si Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan

(2)

Penye

angan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam

melakukhn pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap
keselamatan Transportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau
dan Penjyeberangan dalam Daerah.

Uraian Tugas Kepala Seksi Keselamatan Transportasi Darat, Pelayaran
dan Apgkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. mehyusun rencana kegiatan Seksi Keselamatan Transportasi Darat,
Pelpyaran dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan sebagai
pedg dalam pelaksanaan tugas;

b. m mi- istribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas
lingkup Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. mehlyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
me a datangani naskah dinas;

€. me uti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

f. uh; usun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan
me'_ ukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

g. menyiapkan bahan investigasi dan rekomendasi keselamatan lalu
lintas angkutan jalan;

h. meldkukan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan;

i. me H. iapkan bahan pelaksanaan ramp check angkutan jalan;

J. menyiapkan bahan inventarisasi, pengolahan dan analisis data
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

k. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi keselamatan dan
ketertiban lalu lintas angkutan jalan;

1. melgksanakan pembinaan kepada pengusaha serta pengemudi
angkutan;

m. melgksa pengembangan dan pembinaan sumber daya

.-! sia operasional;

n. meldksanakan kegiatan pembinaan kepeloporan dan komunitas
ma' arakat sadar keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan
jalan,;

o. melgksanakan pembinaan dan pengawasan angkutan barang
kh : dan angkutan barang beracun dan berbahaya;

p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terminal
;.ﬂ tan orang dan barang;

q. melgksanakan pengawasan keselamatan kapal gross tonage atau

GT 7 kebawah;
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e an pemeriksaan instruksi kapal, mesin kapal dan
parlengkapan kapal;

elaksanakan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal
kuran gross tonage atau GT 7 kebawah;

. 'hlberikan surat izin berlayar;

u. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan pengerjaan, perawatan
perbaikan kapal;

aksanakan penerapan budaya kerja dilingkungan Dinas;
tlaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan
elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Keselamatan
sportasi Darat, Pelayaran dan Angkutan Sungai Danau dan
eberangan;

anyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pelgksanaan kegiatan,
y. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

z. melgpksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga
merintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan
B Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan
erintahan bidang Pertanahan;

berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
ymusan kebijakan; dan

aksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
gyai dengan bidang tugasnya.

| Paragraf 2

Seksi Transportasi Darat

Pasal 13

ahsportasi Darat dipimpin oleh Kepala Seksi Transportasi Darat
yang mlpunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melakukan
pengendplian, evaluasi perizinan, rekomendasi, pengaturan dan

isan terhadap transportasi darat di Daerah;

gas Kepala Seksi Transportasi Darat sebagaimana dimaksud
(1) meliputi :

sun rencana kegiatan Seksi Transportasi Darat sebagai
an dalam pelaksanaan tugas;

lantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup
a8 untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

yusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau
datangani naskah dinas;

f. menf sun Standar Operasional Prosedur sesuai Rincian tugas dan
melakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

apkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

asional angkutan orang dan barang;

h. melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam kegiatan

autauan dan analisis kinerja operasional layanan angkutan

¢ /dan barang;




i
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k.

I

o e

melakukan penyiapan bahan dan data terkait evaluasi kebutuhan
sards a angkutan barang, angkutan dalam trayek dan angkutan tidak
daldmn trayek;

mernjyiapkan bahan analisis dan menyusun jadwal perjalanan
dutan dalam trayek;

melhksz akan pengelolaan terminal penumpang C;

mel_ sanakan pengujian kendaraan bermotor;

e k|

m. melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan penyediaan fasilitas

IL.

0.

w

X.

Y.

Zz,

angki tan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam

Daergh;

melgkukan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan

i tan perkotaan dalam Daerah;

melgkukan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan

me: E nakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah

operdsinya berada dalam Daerah;

menyiapkan bahan pemberian izin trayek angkutan dalam

kabupaten, izin trayek angkutan antar jemput dalam kabupaten, izin

opergsi angkutan sewa, izin operasi angkutan taksi dan izin

insi ..; ntil angkutan;

melgkukan kegiatan penyiapan bahan pemberian rekomendasi atau

pen_pa.n pertimbangan pelayanan izin trayek Antar Kota Antar

Provinsi, izin trayek Angkutan Antar Jemput, izin trayek Angkutan

Kah_ten Dalam Provinsi dan izin penyelenggaraan angkutan
d

pariwisata;

menyjapkan bahan pemberian izin penyelenggaraan taksi dan
angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam
Daergh;

. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan analisis penetapan
jari ' trayek dan jaringan lintas serta kinerja pelayanan
anghutan;

. menyjapkan bahan rencana penetapan tarif penumpang kelas

ekongmi dalam Daerah;
menyjapkan bahan pelaksanaan angkutan gratis moda transportasi
darat (berbasis jalan;

: :I.-m akan monitoring, evaluasi dan pengawasan
penyelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Seksi Transportasi

Dara

Menlenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
:'.:: a8 kﬁgiatan,

menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan
de .:-|!- bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk
pem' ahan masalah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembga pemerintah

dan | jnon pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan
Pemetintahan bidang Perhubungan dan urusan pemerintahan
bids u: Pﬁﬂaﬂa]lan;

menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan
Perafyran Per Undang-undangan;

aa.men' sun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan

bb. melakss

mem!rikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
peru: usan kebijakan; dan

Sana tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
sesui dengan bidang tugasnya.
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Bagian Kelima
Bidang Pertanahan

_ Pasal 14
Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan yang
mempynyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian,
Peng ginaan dan pengawasan Pertanahan, perizinan pertanahan,
Pengadae Pertanahan, Penyelesaian Pertanahan dalam wilayah

lgngannya.
{ | melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ala Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program
) kegiatan di Bidang Pertanahan;

tbinaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan
1 dan kegiatan di Bidang Pertanahan;

elenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program
: egiatan di Bidang Pertanahan; dan

Velenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
gAn tugas dan fungsinya,

erlyusun rencana kegiatan Bidang Pertanahan sebagai pedoman
lam pelaksanaan tugas;

endistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
fmantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam
gkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan

A
B
[1:]

nyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau

handatangani naskah dinas;

ikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;

iberikan Izin Lokasi Pertanahan Dalam Wilayah Daerah;

miasilitasi pelaksanaan Penyelesaian Sengeketa Tanah;

fasilitasi pelaksanaan penyelesaian masalah ganti kerugian

santunan untuk Pembangunan Daerah;

asilitasi Penetapan tanah ulayat yang lokasi dalam daerah;

menginventarisasi dan Pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
mifasilitasi penerbitan Izin membuka tanah dan merencanakan

gunaan tanah yang hamparannya dalam daerah;

- sun Standar Operasional Prosedur sesuai uraian tugas dan

l|akukan evaluasi Standar Operasional Prosedur;

hyelenggarakan  monitoring, evaluasi dan pengawasan

yelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pertanahan;
elenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil

aksanaan kegiatan;

ginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan

gan  bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk

1ecahan masalah;

nenjyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga

pemgrintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan

urugg Pemerintahan bidang Perhubungan dan urusan

lgrintahan bidang Pertanahan;

filai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

dfuran Per Undang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan
memberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan
pery musan kebijakan; dan

ool - B
g
1
.

e e
3
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S. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan
ai dengan bidang tugasnya.

BABV
LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 15
rhubungan dan Pertanahan dapat membentuk sejumlah
jabatan fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sistem kerja.

BAB VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 16

Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan

umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan

ran perundang-undangan;

(2) Kepala| [Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala

i, [ Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkup Dinas

idnakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan

g-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,
aha, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas,
ansi, serta efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan

Perundang-Undangan;

(3) Kepala| Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi |dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan
kerjasgrha dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka

atkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan

fungsi Diinas.

(1) Kepal

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 17

(1) Kepala | Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan

|Jeksi dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya,

Kan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat

si secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;

(2) Kepala |Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam lingkungan Dinas

5
E

wajib m tuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan
laporan
kepada [gtasan masing-masing;

a berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu}




(3)
Seksi
denga

i |

Ketentuan|
Nomor 59 !
Fungsi sert
Kabupaten

3

Dengan ber
99 Tahun 1
serta Tata
Kabupaten|
berlaku. |

Peraturan 3
Agar setiap|dq

Bupati ini de

Diundangka

SEKRETARI

BUDA

BERITA DAE

Kepalq Dinas, Sekretaris,
dalam lingkungan

S
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Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala
Dinas melaksanakan pengawasan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

[ang mengatur sub koordinator dalam Peraturan Bupati Pinrang

un 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan (Berita Daerah
inrang Tahun 2021 Nomor 59), tetap berlaku sampai dengan
a peraturan bupati tentang sistem kerja pada pemerintah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
nya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor
21 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan (Berita Daerah
inrang Tahun 2021 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak

Pasal 20

upati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

irang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 6 Tuwm 2023
BUPATI PINRANG

IRWAN HAMID
1 di Pinrang
& Tuwn 20727

DAERAH KABUPATEN PINRANG,

RAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR
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